
Mengingat 

Menimbang 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 28.ATAHUN 2017 

TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Timur, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang 
petunjuk pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung 
Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 
8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TIMUR 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 201 7; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 01); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 
Nomor 18); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 
201 7 Ten tang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timurah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 8). 

Menetapkan 



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Lampung Timur. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan 
ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur. 

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan 
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan 
kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD. 

10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti 
rapat-rapat dinas. 

11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada pimpinan dan amggota DPRD karena kedudukannya 
sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD. 

12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan 
setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, 
anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan 
anggaran, badan pembentukan peraturan daerah dan alat 
kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 
paripurna. 

13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang 
diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan 
dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, 
anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang 
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk 
membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 

14. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah 
uang yang diberikan kepada pimpinan, dan anggota DPRD 
setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja 
pimpinan dan anggota DPRD. 

15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses. 

16. Tunjangan Kesejahtearaan adalah Tunjangan yang diberikan 
kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
pakaian dinas dan atribut, rumah jabatan dan 
perlengkapannya, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD 
dan Transportasi bagi pimpinan DPRD dan anggota. 

17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan anggota yang meninggal dunia. 

18. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana 
Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD 
setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan 



Paragraf 3 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 4 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. 
(2) Besarnya Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu 

rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 2.436.000,- ( dua juta empat ratus tiga 

puluh enam ribu rupiah) per bulan; 
c. Anggota Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh 

tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. 
(2) Besarnya Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 

per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan 

ribu rupiah) per bulan; 
c. Anggota Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima 

ratus rupiah) per bulan. 

Pasal 3 

Paragraf 2 
Uang Paket 

Bagian Kesatu 
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pragraf 1 
Uang Representasi 

Pasal 2 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. 
(2) Besarnya Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) 

per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan 

puluh ribu rupiah) per bulan; 
c. Anggota Rp.1.575.000,- (satu juta Lima ratus tujuh puluh 

lima ribu rupiah) per bulan. 

BAB II 
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN 

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 
Pimpinan DPRD sehari-hari. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 



Pasal 8 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Badan 
Kehormatan. 

Paragraf 6 
Tunjangan Badan Anggaran 

Pasal 7 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Badan 
Anggaran. 

(2) Besarnya Tunjangan Badan Anggaran Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- ( seratus lima puluh dua ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris RP. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu 

delapan ratus rupiah) per bulan; 
d. Anggota Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) per bulan. 

Paragraf 7 
Tunjangan Badan Kehormatan 

Pasal 6 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komisi. 
(2) Besarnya Tunjangan Komisi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris RP. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu 

delapan ratus rupiah) per bulan; 
d. Anggota Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) per bulan. 

Paragraf 4 
Tunjangan Badan Musyawarah 

Pasal 5 
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Badan 

Musyawarah. 
(2) Besarnya Tunjangan Badan Musyawarah Pimpinan dan 

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
se bagai berikut: 
a. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- ( seratus lima puluh dua ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris RP. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu 

delapan ratus rupiah) per bulan; 
d. Anggota Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) per bulan. 

Paragraf 5 
Tunjangan Komisi 



Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 11 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan 
jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk bantuan premi 
asuransi Kesehatan yang dibayarkan kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 
kesehatan (medical check up) diluar cakupan BPJS Kesehatan 
sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan pada Rumah 
Sakit Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

(3) Pembayaran Asuransi setiap Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja 

dan Kematian 

Bagian Kedua 
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan 

dan Anggota DPRD 

Paragraf 8 
Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan 

Pasal 9 

( 1) Anggota D PRD yang berada pada alat kelengkapan lainnya 
diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 

(2) Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana 
dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- ( seratus lima puluh dua ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris RP. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu 

delapan ratus rupiah) per bulan; 
d. Anggota Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) per bulan. 

(2) Besarnya Tunjangan Sadan Kehormatan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. Ketua Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- ( seratus lima puluh dua ribu 

dua ratus lima puluh rupiah) per bulan; 
c. Sekretaris RP. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu 

delapan ratus rupiah) per bulan; 
d. Anggota Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) per bulan. 



Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Beras yang 
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pasal 15 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga. 
(2) Besarnya Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Ketua 

1. Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan 
untuk 1 orang isteri/ suami; 

2. Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan 
untuk 1 orang anak. 

b. Wakil Ketua: 
1. Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) 

per bulan untuk 1 orang isteri/ suami; 
2. Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) 

per bulan untuk 1 orang anak. 
c. Anggota 

1. Rp. 157.500,- (seratus limapuluh tujuh ribu lima ratus 
rupiah) per bulan untuk 1 orang isteri/ suami; 

2. Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) per 
bulan untuk 1 orang anak. 

Pasal 14 

Paragraf 3 
Tunjangan Keluarga 

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 adalah sebagai berikut: 
a. Pimpinan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan 

per orang. 
b. Anggota : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan 

per orang 

Pasal 13 

(1) Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada 
pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah 
belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah 
dinas Anggota DPRD. 

(2) Tunjangan Perumahan dibayarkan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

(3) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah 
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku 
umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas 
dan telepon. 

Paragraf 2 
Tunjangan Perumahan 

Pasal 12 



(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau 
mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. 

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota 
DPRD, dengan ketentuan: 

Pasal 19 

Paragraf 5 
Tunjangan Pengabdian dan Kematian 

(1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas 
dengan memperhatikan situasi dan kondisi keuangan daerah 
serta memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan 
kewajaran. 

(2) Jenis Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 
a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang / tahun; 
b. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang / tahun; 
c. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang 1 (satu) pasang 

/ tahun; 
d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2 (dua) pasang / 5 tahun; 
e. Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRLL) l(satu) pasang/ 1 

tahun. 

Paragraf 4 
Tunjangan Pakaian Dinas 

Pasal 18 

( 1) 
(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut: 
a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta 

empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; 
b. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta 

rupiah) setiap bulan. 
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak 
memperoleh atau tidak menggunakan kendaraan dinas. 

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD. 

(5) Pajak yang timbul atas tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan kepada pimpinan 
dan anggota DPRD. 

Pasal 17 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi 
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa yang berlaku untuk standar 
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 
tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional. 

Paragraf 3 
Tunjangan Transportasi 

Pasal 16 



(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan 
besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja 
pegawai. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan 
dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan 
pegawai negeri sipil daerah. 

Pasal 22 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. tinggi; 
b. sedang;dan 
c. rendah. 

Bagian Kesatu 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Pasal 21 

BAB III 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 
DAN TUNJANGAN RESES 

(1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota 
DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan 
tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. 

Pasal 20 

a) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan 
uang representasi; 

b) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang 
jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 

c) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang 
jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; 

d) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang 
jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; 
dan 

e) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang 
jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 
6 (enam) bulan uang representasi. 

f) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, 
uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan 
perundang-undangan. 



(1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud 
pada pasal 25 dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok 
kemampuan keuangan daerah: 
a. tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua 

DPRD sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus 
ribu rupiah}; 

b. sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua 
DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu 
rupiah); dan 

c. rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua 
DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu 
rupiah); 

(2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan 
keuangan daerah: 

Pasal 26 

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Tunjangan Reses. 

Pasal 25 

Bagian Kedua 
Tunjangan Komunikasi Intensif 

dan Tunjangan Reses 

Kemampuan keuangan daerah bagi Kabupaten dikelompokkan 
sebagai berikut: 
a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar 

rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah 
tinggi; 

b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai 
dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar 
rupiah} dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah 
sedang; dan 

c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) 
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. 

Pasal 24 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan 
Keuangan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya 
dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh tim anggaran 
pemerintah daerah. 

Pasal 23 



(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan 
untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan 
profesionalisme. 

Pasal 28 

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung 
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 

(2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 
pimpinan DPRD berupa kegiatan: 
a. rapat-rapat; 
b. kunjungan kerja; 
c. penyiapan Raperda, pengkajian dan penelaahan Perda; 
d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; 
e. clukungan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan 

dan kemasyarakatan. 
(3) Pelaksanaan perjalanan dinas dan kunjungan kerja kepada yang 

bersangkutan di berikan: 
a. biaya representasi; 
b. uang harian; 
c. uang transport. 

(4) Perjalanan Dinas Reses diberikan: 
a. biaya representasi; 
b. uang transport. 

Pasal 27 

BAB IV 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua 
DPRD sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus 
ribu rupiah); 

b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi 
ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima 
ratus ribu rupiah); clan 

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua 
DPRD sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu 
rupiah); 

(3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan. 

(4) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setiap pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan 
reses 

(5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif clan reses sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bebankan pada APBD. 

(6) Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD atas tunjangan 
komunikasi intensif dan reses sebagaimana dimaksucl pada ayat 
(1) dan (2) dikenakan pajak yang dibayar oleh bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dibidang perpajakan. 



(1) Selain belanja penunjang komunikasi intensif, kepada Pimpinan 
disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan. 

(2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disusun penganggarannya secara kolektif oleh 
Sekretaris D PRD. 

(3) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi : 

1. Ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali jumlah uang 
representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.12.600.000,00 

2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang 
representasi Ketua DPRD a tau sebesar 
Rp. 8.400.000,00. 

b. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang: 
1. Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang 

representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 8.400.000,00. 
2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali 

jumlah uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 
5.250.000,00. 

Pasal 31 

(1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pimpinan dan anggota DPRD 
atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2,3,4,5,6,7,8,9,l3 dan 14 dibebankan pada APBD. 

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD 
atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 
21 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan, 

Pasal 30 

(1) Selain penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan dan belanja 
penunjang kegiatan DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk dalam kategori tinggi. 

(3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 29 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
untuk kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan 
tekhnis, workshop, seminar dan kegiatan sejenisnya. 

(3) Peningkatan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan 
undangan, diberikan bantuan sesuai peraturan yang berlaku dan 
biaya setoran, dengan jumlah anggota yang disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

(4) Peningkatan sumberdaya manusia yang dilakukan melalui 
kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan MOU kedua 
belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nomor 05 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah 
Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2007 (Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 01); 

1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali 
Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 17 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2015 Nomor 05); 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka: 

Pasal 33 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 
a. 80% {delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk 

semua biaya atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% {dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana 

operasional lainnya. 
(2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan 

ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana 
dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

(3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk 
keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan 
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, 
efisiensi, dan akuntabilitas. 

Pasal 32 

c. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah: 
1. Ketua DPRD sebanyak 2 (dua) kali jumlah uang 

representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 4.200.000,00. 
2. Wakil Ketua DPRD sebanyak 1,5 {satu koma lima) kali 

jumlah uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 
3.150.000,00. 



--~-- ----------- 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR .:l~-A · 

UDIN PUTERA 

Diundan kan di Sukadana 
pada ta gal 4 ;1-.6Vr -fvr 201 7 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 4 AQJ!tvf 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 201 7. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

Pasal 3tf 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 


